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WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMEI

PERATURAN DAERAH HOTA JAMBI
NOMOR 5 ‘TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat [1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang
Pengelolaan Eeuangan Dactah, Repala Dacrah wajib
mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD] disertal penjelasannya dan
dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah [DPFRED) paling lambat 60 (cnam puluh| hari sebelum 1
{satu] tfahun anggaran berakhir untuk memperoleh
persetujusn bersamsa antara Kepala Dacrah dan DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam bhuruf a, perlu ditetapkan Peraturan Dacrah lenlang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kots Jambi Tahun
Anggaran 2024

Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah (Monom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumalera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negars [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 235 Tahun 2004 tentang BSistem
Perencanasn Pembangunan Nasional (Lembaran Nepgara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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dengan  Undang-Undang Nomor 9 tahun 20015 tentang
Perubahan Kedua alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara republik
Indomesia Tahun 20135 Nomor 38, Tambahan Lembaran Mepara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Anlara Pemerintah Pusal dan Pemerinlahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemenniabh Nomoer 109 Tabun 2000 lenlang
Kedudukan Eouangan Eopala Daerah dan Wakil Kepala
Dracrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
lelah  diubah  dengan Peraturan Pemerintah Hepublik
Indonesia nomor 74 Tabun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahon Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomeor 53340);

Peraturan Pomerinlah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Hepublik Indonecsia Talman
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonecsia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Alountansi  Pemerintahan  [Lembaran  Negara Hepublik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 3163];

Peraturan Peomerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenlang
I'embinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintabh
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
fioimor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagal Walkail
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Fepublik Indonesia
Tahun 201% Nomor 109, Teambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 6224);

 Peraluran DPemerintah Nomor [2 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keunngan Daerah (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42];

Pergruran Pemerintah Nomor 13 Tahun 201% tentang Laporan
Dan Evalupsi Penvelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan [DPemerintah Nomor 1 Tahun 2023 lenlang
perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2023 NWomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndunesia Nomor 6847,

16, Peraturan Menieri Dalam Negeri Nomeor 16 Tahun 2007
lenlamg Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan aras Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 16 Tebhun 2011 temang Tata Cara Ewvaluas
Runcangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Dacrah
lentang Penjabaran Anggaran Pendaparan dan Belanja Dacrah
[Tderita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 323);

17, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 32 Tahun 2011
Lentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Dersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
sebagnimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Perpturan Menteri Dalam Negern Momor 99 Tahun 2019
leniang Perubahan Kclima Atas Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah [Berita Negara Republik
Indenesia Tahun 2018 Nomor 5635];

|&. Peraturan Menteri Dulam Negeri Nomor 32 Tahunm 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemcrintah Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomeor 754

19, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomaor 62 Lahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan kKeusngan Daerabh  serma
Pelaksanaan dan Perlanggungiawaban Dana Operasional
(Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor 1067

20, Peraturan Mpenteri Dalam Neperi Nomeor 77 Tahun 2020
rentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781];

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan l:lﬂ!.n
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 972):

Demgan Persetujusan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMEIL
Dian
WALIKOTA JAMEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH HOTA JAMEI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024.
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Pasal 1

Dalam pcraturan dacrah im yang dimaksad dengan:

1

[

10,
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Keuangan Daerah adalab sermua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelengraraan Pemerintahan Dacrah yang dapal dimlan dengan uang serta
bentuk kekayaan vang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan
halk dan kewajiban Daerah tersebal,

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kescluruhan keglatan yvang meliputi

perencanaan, pehganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Dacrah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang sclanjutnya disingkai APTID
adalah rencana keuangan tahunan Dacrah vang ditetapkan Perda,

. Penerimaan Daerah adalah vang yang masuk ke kas Daerah,
. Pengeluaran Dacrah adalah uwang yang keluar dari kas Dacrah,
. Pendapatan Dacrah adalah semua hak Dacrah vang diakua schagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tabun anggaran berkonaan.
Dana Transfer Umum adalah dana vang dialokasikan dalam APBN kcpada
Naerah untuk disunakan scsuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai
kebutuhan Daeran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

. Dana Transler Khusus adalah dana yvang dialokasikan dalam APBN kepada

Daerah dengan tujuan untulk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fsik maupun non fisik yang merupakan urusan Dacrah,

. Dana Bagi llasil yang sclanjutnya disingkat DBH adalah dana yang

bersumber dari pendapatan APAN yang dialokasikan dengan fajuan
pemerataan  kemampuan  keuangan  antar-daerah  uniuk mendanai
Kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi,

Belanja Daerah adalah semua kewsjiban Pemerintah Dacrah yang diakui
sebagal pengurang nilai kekayaan bersih dalam perinde tahun anggaran
berkenaar.

Pembiayaan adalah setiap penerima yang periu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-lahua anggaran berikuinya.

Pinjaman Dacrah adalah scmua transaksi yang mengakiballkan ]Ja-:rah_
mencrima sejumlah vang atau menetima maniaal yang bernilai vang dan
pihak lain sehingga Daerah terscbut dibebani kewajiban uniuk membayar
kembali.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan dacrah, belanja dacrah, dan pembiavaan daerah,

Pasal 3

Anggaran Perdapatan Daerah Tabun Anggaran 2024 dircncanakan sch_i:ﬁar
Rpl.864.222.611.000,- (satu triliun delapan ratus enam .Pu}u'h empat milyar
dua ratus dus puluh dua juta enam ratus sebelas ribu rupiah), vang bersumber
dari:

a. Pendapatan asli daerah;

I. Pendapaian transfer;

¢ Lain-lain pendapatan daerah yang aah.
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Pasal 4

Pendapalan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurmaf a
direncanakan schesar Rp545.539.002.004,- (lima ramis empat puluh lima
milvar lima ratus tiga puluh sembilan jula dua ribu rapiah), yang terdiri
atas;

a. Pajak daerah;

b. Relribusi daerah;

c. Hasil pengelolaen kekayaan dasrah vang di pisahkan; dan

d, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanalan
sebesar Rp3@0.000.000.000,- (tiga ratus sembilan pulub mlyar rupah).
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b direncanakan
sebesar Ep60.192.220,000,- {enam puluh milyar seratus sembilan puluh
dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahlan sebagaimana dimaksud
pada avart (1] huruf ¢ direncanskan sebesar Rpl0.528.936.000,- [scpulub
milvar lima ratus dua puluh delapan jura sembilan ratus tiga puluh enam
ribu rupah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah scbagaimeana dimaksud pada ayat
i 1} huarui d direncanakan schesar Rp84.817.746.000,- {delapan puluh empat
milyar delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus cmpat puluh enam ribu
ruapiakhy).

Pazal &

Pendapatan transfer sebagaimana dimeksud dalam Pasal 3 huraf b
direncanakan sehesar Rpl 317.1935,600.000,- (satu triliun tigs ratus tujub
belas milyur seratus scmbilan puluh lima juta enam ratus sembilan ribu
rupiah), yang Lerdirl atas:

a4, Pendapatan lransfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar dacrah.

Pundapatan transler pemerintah pusat schagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a direncanaken sebesar Rpl.153.584.975.000,- {satu Iriliun seratus
lima puluh tiga milyar lima ratus delapan pulub empat juta sembilan ralus
rujuh puluh lima ribu rupiah).

Pendapatan transfer antar dacrah sebagmimana dimaksud pada ayat (1)
huraf b direncanakan sebesar Rpl163.610.634.000,- (scratus enam puluh
tiga milyar enam ratlus sepuluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu
rupiah).

Pasgal 6

Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl.488.000.000,- (satu triliun emnpat ratas
delapan puliuh delapan juta rupisah), yang terditi atas Pendapatan 1itbah.

Pendapatan hibah sebagsimana dimaksod pada avat [1} direncanakan
sebesar Rpl.488.000.000,- (satu triliun empat ratus delapan puluh delapan
juta rupiahy.
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Pagal T

Anpggaran Belanja Dacrah Tahun Anggarom 2024 direncanakan sebesar
Rpl.954.222,611.000,- [salu (riliun sembilan raltus Hma pulub empat milyar
dhaa ratus dua puluh dua juta cnam ratus sebelas ribo rapiah), vang terdin alas;
a. Belanja operasi;
br. Belanja modal; dan
c. Belanja tdak terduga,

Pagal 8

(1} Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ¥ huruaf a
direncanakan sebesar Rpl.553.462.038.707, (satu triliun lima ratus lima
puluh tiga milvar empat ratus enam puluh dua juta tiga puluh delapan ribu
tujuh ratus tujuh rupiah), vang terdiri atas:

a. Belanja pegawal;

b, Belanja barang dan jasa;
. Belanja subsidi;

. Belanja hibah; dan

e. Belanja bantuan =osial,

(2] Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat [1) huruf a direncanakan
schesar BpR11.371.108.707,- (dclapan ratus sebelas milyar tiga ratus tujuh
puluh salu juta seratus delapan ribu tujuh ratus tujuh rupdah).

(3] Belanja buarung dan jasa sebagaimana dimabksud pada ayat (1) huraf b
direncanalan schesar Rpo23.545.416.116,- (enam ratus dua puluh tiga
milyar lima rulus empat puluh lima jula empat ratus enam belas ribu
seratus enam belas rupiah).

(4] Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf ¢ pada tabun
anggaran 2024 tdak dianggarkan.

i5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
schesar Hpll0.433.516.884,- (scratus sepuluh milyar cmpat ratus tiga
pululi tiga juta ima ratus enam belas ribu delapan ratus delapan pulab
empal Tupiah).

[6) Belanja bantuan sosial sebagaimeana dimaksud pada ayat (1] huruf e
direncanakan sebesar Rp8.111,997.000,- (delapan milyar seratus sebelas
juta sembilan ratus sembilan pulah tujuh riba rupiah].

Pasal 9

(1} Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pazal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp387. 160,372,293, [tiga ratus delapan puluh tajub
sembilan puluh tiga rupiah), ¥vang terdiri alas:

4. Nelanja modal tanakh;

b, Belanja modal peralatan dan mesin;

¢. Belanja modal bangunan dan gedung;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal asel letap lainnya; dan

f. Belanja modal asel lainnya.
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(2} Belanja modal lansh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a
direncanakan sebesar Rp6.117,.381.818,- {cnam milyar seratus tujuh belas
Juta lma ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

{3} Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksnd pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Bpl05.816.502.719,- (seratus hma milyar
delapan ratus enam belas juts lima ratus dua ribu tujuh ratus sembilan
belas rupiahl.

(4) Belanja modal gedung dan bengunan sebagaimans dimaksud pade ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Bpl125.763.950.930, - (seratus dua puluh lima
milyar tujub ratus enam puluh tips juta sembilan ratus lima puluh ribu
sermbilan ratus tiga pulub rupiah).

[3] Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) huruf d direncanakan scbesar Rp135,.599. 981,891, [seratus tiga puluh
lima milyar lima rarus sembilan puluh sembilan juts sembilan rams delapan
puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

(6] Belanja modal aset tetap lainnya schagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
¢ dircncanekan sebesar Epl3,790.404.935,- [iga belas milyar tajuh ratus
sembilan puluh juta empat ratus cmpat ribu sembilan ratus tiga puluh lima
mapiahy].

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf |
direncanakan sebesar Rp72.150.000,- (tujuh puluh dua juta seratus lima
pulub ribu rupiahyl.

Pasal 10

Angparan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huraf e
direncanakan sebesar Rpl3.600.000.000,- {tiga belas milyar enam ratus juta
rupiahy).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah tabun anggaran 2024 direncanaikarn sebesar
Rp90.000.000.000,- (sembilan puluh milyar rupiah], yang terdiri atas:
4, Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.
Paszal 12

(1) Anggaran pencrimaan pembiayaan sebuagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huruf a direncanakan sebesar Rpl100.000.000.000,- {scratus milyar rupiah)
ving terdirl atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnysa.

(2} Sisa lebih perhinangan anggaran tahun sebelumnya sehaga imana dimalksuod
j.'la.dﬁ ﬂ}'ﬂt {1] direncanalan sebesar R‘plﬂﬂ.ﬂ[‘.‘ﬂ-ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.— {Hl‘.‘fﬂtuﬁ ]:I]l]._'y"E.I'
rupiahy.

Paaal 13

{1} Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
huraf b direncanakan sebesar Rpl0.000.000,000,- [sepuluh milyar rupiah),
untuk Penyertaan modal daerah;
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(2] Penyertaan modal daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dircncanakan
schesar Rpl10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 14

i1} Selisih antara anggaran pendapalan dacrah dengan angearan belanja dacrah
mengilkibutkan lerjadinva defisit sebesar Rp90.000.000.000,- (scmbilan
puluh milyar rupiah).

{2) Pembiayaan netto vang merupakan sclisih penerimaan pembiayasn terhadap
pengeluaran pembiayasn  direncanakan sebesar Rp@0.000 000000, -
[sembilan puluh milvar napiah].

Paszal 15

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Dacrah dapat melakukan pengeluaran yang
telurn fersedia anggarannya dan/atau pengeluaran meleltnhi pago yang
ditctapkan dalam peraturan daerah ini, vang sclanjulinya dimasukkan dalam
perubahan snggaran pendapatan dan belanja daerah Kola Jamin tabun
anggaran 2024,

(2] Keadaan darurat sebagaimana dimalesud pada ayat [ 1) melipufi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/alag kejadian luar
tnasa;
[elaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
Kerusakan sarana/prasarana  yang dapat menggangzu  kegiatan
pelayanan publil.

e g

{3] Keperluan mendesalk sebagaimana dimabksud pada ayal (1) melipoti:

a. Kebutuhan daerab dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam lahun anggaran berjalan;

b. Belanja dasrah yang bersifat mengikal dan belanja yang bersifal wajib;

¢. Pengeluaran daerah vang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksiken scbelumnya, serta amanal  peraturan
perunduang-undangan; dan/atan

dd. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan renimbulkan
kerugian vang lebih besar bugi Pemerintah Duerah danfatau masyarakat.

Pazal 16

Uraian Ichih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Taerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2, tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran [ Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurul Kelompok dan Jenis

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2, Lampitan 11 Ringkasan APHD yang Diklasifikaai Menurut Urnsan
Pernerintahan Daerah dan Orpganigasi;

4. Lampiran I[II Rincian APBD menurul Urusan Pemeriniaban Dacrah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatlan,
Beclanja, dan Pembaayaan,
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Lampiran IV Rekapitulasi Belamja Menurut Urusen Pemenntahan Daorah,

Orpganisast, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta
Heluaran;

. Lampiran V Rekapitulasi Belanja  Daerah  Untuk Kesclarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemenntabh Daerah dan Fungsi Dalam Kerangla
Penpelolaan Keuangan Negara;

. Lampiran V1 Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBLY,

Lampiran VIl Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada EKPD
dan I**AS dengan APBD;

. Lampiran X Sikronisasi Program Prionias Nasional dengan Program Poontas

Daerah;

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Por Golongan Tian Per Jabatan Tahun
Anpggaran 2024

Pasal 17

Walikota Jambi menetapkan peraturan  tentang  Penjabaran  Angparan
Pendapatan dan Delanja Daerah sebagal landasan operasional pelaksanaan
APTD,

Pasal 18

Peraturan Dacrab ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah dengan penempatannya dalam Berila Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 7 Desember 2023

Pj WALI KOTA JAMEI,

SR PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, ' © Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBEI

A. RIDWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINST JAMBI | &=~ ) /2023)
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